Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SD,

pekerjaan lbu rumah tangga, bertempat
tinggal di Kabupaten Batang Hari ;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di
persidangan;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung Rl nomor 144 SK/KMA/VI1/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan,

oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai
dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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inggal

di tang Hari
selama 2 nggal rumah
sendiri di ah hidup bersama

sebagaimana layaknya 'suami isteri dan telah dikaruniai
2 orang anak bernama
a. Anak |, umur 12 tahun;
b. Anak Il , umur 4 tahun;

3. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
rukun- rukun saja selama lebih kurang 8 tahun, namun,

setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

disebabkan

a. Termohon sering tidak mengurus Pemohon dan anak- anak

dalam rumah tangga, karena Termohon sering pergi dari
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3 bulan

seizin

al amat

tersebut t2 n 6 bulan
lamanya. Sela ‘ g* hubungan baik

l[ahir maupun batin dan Termohon;

5. Bahwa, pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan

Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut di
atas, Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di
depan sidang Pengadilan Agama;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang

timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas,
Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian

berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk didengar dan
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datang
menghadap [ sebagai
Kuasa/Waki I'n! pahwa tidak
datangnya itu Alasan yang sah
meskipun ia telah dipanggl dan patut;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah
berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan  nasihat,
arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan
tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya  dengan
Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha
damai  melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan
meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;
Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan
surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap
Informasi  bengadilan (SK. 144) Dokimen in] ~bukan merapakan salinan. otentik darr matusan pengadiian.
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Bahwa selart ftulis tersebut,

Penggugat telah pula menga dua) orang saksi vyaitu:
1. SAKSI |, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, di  bawah

sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;

b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan
suami  istri yang telah memiliki 2 orang anak
kandung;

c. Bahwa benar Termohon tidak mengurus Pemohon dan
anak- anaknya, Termohon sering pergi semaunya saja

tanpa izin Pemohon ;
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Termohon

a Termohon

semaunya saja

tanpa pedt ohon dan anak- anaknya,
Termohon selalu merasa kurang atas nafkah
yang diberikan Pemohon padahal setiap minggu
Pemohon menyerahkan uang Rp.
200.000,- ;

d. Bahwa Termohon bersifat cerewet dan Pemohon
bersifat pendiam;

e. Bahwa saksi melihat Pemohon sering membawa
laki- laki lain ke dalam rumahnya saat

Termohon bekerja di kebun, Termohon memang

bersifat nakal dan tidak pernah terlihat
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menyatakan dan mohon

putusan;

Menimbang, bahwa persingkat uraian dalam
putusan ini, oleh karena segala hal ikhwal yang terjadi
dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara
persidangan, maka Majelis Hakim juga menunjuk berita acara

tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan

ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;
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Direktori Putusan Mahigmmia A qung Republik Indonesia

perkara ini"
formil Permohona

Menimbang, bahwa ap persidangan Majelis
Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan
nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar rukun
kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, maka
ide pokok Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang- undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam
telah terpenuhi, sedangkan usaha damai melalui proses

medi asi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur
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Direktori Putusan Mahigmmia A qung Republik Indonesia

putusan.mahkamahae: 9.
Eni nbang. .
Meni nbang??
Mediasi karena

Termohe alasan

Jawaban
pernah hadir ain sebagai
Kuasa/Wakilnya ya di panggil secara

sah dan patut, maka secara yuridis formil, dalil/alasan
permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta
yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua

dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi- saksi yang diajukan
Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi- saksi
tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di
muka persidangan dan keterangannya tidak bertentangan satu
sama lain serta  mendukung kebenaran dalil permohonan
Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menerima Kketerangan

Saksi- saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana yang
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Direktori Putusan Mahigmmia A qung Republik Indonesia

Menimbang, ™ ukum tersebut,
Majelis Hakim berpendapa perkawinan sebagaimana
yang diamanatkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974
jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud bagi
Pemohon dan Termohon oleh karena kondisi perkawinan Pemohon
dengan Termohon telah dikategorikan dalam rumah tangga yang
pecah (Broken Mirrage);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu
perbuatan yang sedapat mungkin untuk dihindari karena
perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SA\T,

namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka

mempertahankan perkawinan dalam kondi si sebagaimana
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tersebut nenimbul kan

Peraturan
Pemerintah 116 huruf (f)
Kompilasi  Hukum [slam "emohon harus dinyatakan
diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2)
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah
dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada
Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk
mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon

dan wilayah tempat perkawinan keduanya dilangsungkan;
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2. Mengabu®

3. Memberi PEMOHON untuk

menjatuhkan talak Roj"i terhadap Termohon
(TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Muara
Bulian;

4. Mamerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara
Bulian untuk mengirimkan sehelali salinan penetapan
ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama XXXXX untuk dicatat dalam sebuah daftar
yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk membayar biaya

perkara  sebanyak Rp. 491.000,- (empat ratus

sembilan puluh satu ribu rupiah);
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MASALAN BAINON, S.Ag
Drs. MUCHIDIN, MA

RIFKY ARDHITIKA, S.HI, M.HI

PANITERA
PENGGANTI

SRI WAHYUNI, S.HI

Perincian biaya:
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung Rl nomor 144 SK/KMA/VI1/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan,
oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai
dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 14
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman



